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Abstract 

Since Inpres No.3 of 2003 about policies and strategies for e-government development, the Government 
institution was required to be able to take advantage of the progress of Information and Communication 
Technology (ICT) in order to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of 
government. The process of transformation towards e-government was an effort to develop electronic-
based government so as to optimize the utilization of ICT in general. Unfortunately, the e-government 
developed merely indicate compliance with this policy, because without the quality. Various surveys 
had shown that Indonesia was still far behind in terms of adoption of e-government (UNDESA, 2012). 
This plus the fact that most of the e-government projects in developing countries, including Indonesia, 
where the failure rate of failure to achieve up to 85% while the success rate was only 15% (Heeks, 
2003). However, there is no doubt there are some areas that successfully implement e-government initi-
atives. In this study, the authors aimed want to explore what factors determine the success of the imple-
mentation of e-government. The study is descriptive in which the method used is a literature study rela-
ted to success factors of e-government implementation. From the results of the validation test based on 
expert opinion, obtained 15 success factors that must be accommodated to ensure the successful imple-
mentation of e-government. Inter-rater reliability had also been tested with Cohen's Kappa and the app-
roach showed satisfactory results (<0.60). 
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Abstrak 

Sejak lahirnya Inpres No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, 
Pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah. Proses tra-
nsformasi menuju e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan peme-
rintahan berbasis elektronik sehingga dapat mengoptimasikan pemanfaatan potensi TIK secara luas. 
Namun disayangkan, e-government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan 
terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai kualitas. Berbagai hasil survey menunjukkan bahwa 
Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal adopsi e-government (UNDESA, 2012). Hal ini ditambah 
lagi fakta bahwa sebagian besar proyek e-government di negara berkembang termasuk Indonesia me-
ngalami kegagalan dimana tingkat kegagalan mencapai hingga 85% sedangkan tingkat keberhasilan 
hanya mencapai 15% (Heeks, 2003). Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri ada beberapa daerah 
yang berhasil menerapkan inisiatif e-government. Pada penelitian ini, penulis bertujuan ingin mempe-
roleh gambaran keberhasilan implementasi e-government yaitu dengan menggali faktor-faktor apa saja 
yang menjadi penentu keberhasilan implementasi e-government. Penelitian yang dilakukan bersifat 
deskriptif dimana metode yang digunakan adalah studi literatur terkait faktor sukses implementasi e-
government. Dari hasil uji validasi berdasarkan pendapat ahli, diperoleh 15 faktor sukses yang harus 
diakomodasi untuk menjamin keberhasilan implementasi e-government. Inter-rater reliability juga telah 
diuji dengan pendekatan Cohen’s Kappa dan menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Kata Kunci: TIK, e-government, faktor sukses, kappa, indonesia 

1. Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komuni-
kasi (TIK) yang demikian pesat telah masuk ke 
berbagai sektor kehidupan baik sektor bisnis, pen-

didikan, hingga Pemerintahan. Pemanfaatan TIK 
pada sektor Pemerintahan dalam rangka memberi-
kan pelayanan publik yang berkualitas kepada ma-
syarakat telah berjalan apalagi sejak kehadiran In-
pres No. 3 tahun 2003 [1] dirumuskan tentang Ke-
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bijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
government. E-government didefinisikan sebagai 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) dalam proses pemerintahan untuk mening-
katkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akun-
tabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Senada 
dengan uraian sebelumnya, World Bank Group [2] 
menyatakan bahwa e-government mengacu pada 
penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
oleh institusi pemerintah (WAN, Internet, mobile 
computing) yang memiliki kemampuan untuk me-
ngubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan 
pihak yang terkait dengan pemerintah. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa im-
plementasi e-government mempunyai manfaat dan 
dampak yang signifikan dalam banyak hal. Berda-
sarkan penelitian Seifert dan Bolham [3], e-gover-
nment dapat meningkatkan transparansi dalam ad-
ministrasi, mengurangi korupsi dan meningkatkan 
partisipasi publik dalam ranah politik. Gronlund et 
al. dalam laporan penelitiannya juga menyampai-
kan bahwa manfaat e-government adalah mening-
katkan transparansi operasional dan efisiensi de-
ngan cara mengurangi biaya dan meningkatkan 
produktivitas [4]. 

Walaupun implementasi e-government mem-
berikanberbagai manfaat dan keuntungan seperti 
yang disebutkan namun pada banyak kasus proyek 
e-government mengalami kegagalan. Berdasarkan 
penelitian Heeks, sebagian besar proyek e-gover-
nment khususnya di negara berkembang mengala-
mi kegagalan dimana tingkat kegagalan mencapai 
85% sedangkan tingkat keberhasilan hanya menca-
pai 15% [5]. Sejalan dengan itu, hasil international 
survei United Nations Department of Economic 
and Social Affairs (UNDESA) menunjukkan 
Indonesia berada jauh dibawah Vietnam dan 
Thailand dalam hal adopsi e-government (Tabel 1) 
[6]. Berdasarkan sumber tersebut, Indonesia dapat 
dikatakan salah satu negara yang perkembangan e-
government tergolong lambat.  

Ketidakberhasilan penerapan e-government 
di sejumlah unit kerja pemerintah, terjadi karena 
implementasi e-government memang tidaklah mu-
dah. Tidak hanya dengan memasang komputer su-
dah disebut e-government. Ada banyak perencana-
an dan proses yang perlu dilakukan. Akibat adanya 
paradigma yang salah tersebut, membuat imple-
mentasi e-government di Indonesia mengalami ke-
gagalan [6]. Berangkat dari permasalahan tersebut 
di atas, dalam penelitian ini penulis bertujuan ingin 
memperoleh gambaran keberhasilan implementasi 
e-government yaitu dengan mengidentifikasi fak-
tor-faktor sukses (critical success factors) apa saja 
yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pe-
nerapan e-government. Hal ini merupakan isu yang 
sangat penting dalam proses penerapan e-govern-
ment [8] dimana kegiatan menggali critical success 

factors (CSF) dari implementasi e-government ak-
an membantu penerapan e-government serta meng-
hindarkan dari kemungkinan kegagalan yang akan 
membawa pada konsekuensi yang tidak diharapkan 
[9]. Dengan demikian hasil dari penelitian ini diha-
rapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan 
e-government berdasarkan faktor sukses. 

Sejauh ini penelitian mengenai critical suc-
cess factors (CSF) implementasi e-government be-
lum banyak dilakukan di Indonesia. Informasi me-
ngenai gambaran implementasi e-government sa-
ngat terbatas. Padahal seperti yang disebutkan bah-
wa studi CSF merupakan isu yang sangat penting 
dalam proses penerapan e-government [8]. Pada 
penelitian ini, eksplorasi awal terhadap CSF dalam 
implementasi e-government dilakukan melalui stu-
di literatur terhadap 20 penelitian yang bersumber 
dari jurnal dan konferensi ilmiah baik dalam mau-
pun luar negeri. Penulis juga memasukkan dimensi 
penilaian PeGI (Pemeringkatan e-government di 
Indonesia). Dasar pertimbangan standar penilaian 
PeGI dimasukkan sebagai CSF adalah bahwa yang 
mendapatkan nilai terbaik mengacu standar PeGI 
mempresentasikan keberhasilan implementasi e-
government. Artinya dimensi penilaian yang digu-
nakan PeGI mewakili faktor-faktor yang menentu-
kan keberhasilan e-government [10]. Sedangkan 
penggunaan penilaian e-government award seba-
gai CSF adalah didasari pertimbangan bahwa Ma-
jalah Warta Ekonomi merupakan satu-satunya lem-
baga swasta yang melakukan penilaian e-govern-
ment sejak 2002 hingga sekarang [11]. Artinya pe-
rusahaan ini telah memiliki pengalaman melaku-
kan penilaian e-government baik di lembaga peme-
rintah, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain Pe-
GI dan Warta Ekonomi, penelitian terkait CSF ter-
sebar seperti Chowdhury mengidentifikasi 3 faktor 
sukses penerapan e-government di negara berkem-
bang khususnya Bangladesh [12]. Altameem men-
jelaskan 13 CSF [9], Prananto menyatakan 6 CSF 
terkait implementasi e-government [13], Vir & Ba-
nsal menyebutkan ada 7 CSF pada penerapan pro-
yek e-government di India [14], dll. Keseluruhan 

TABEL 1 
UNDESA RANKING E-GOVERNMENT READINESS 2008-

2012 
No Negara 2008 2010 2012 
1 Singapur 23 11 10 
2 Malaysia 34 32 40 
3 Thailand 64 76 92 
4 Filipina 66 78 88 
5 Brunei 87 68 54 
6 Vietnam 91 90 83 
7 Indonesia 106 109 97 
8 Kamboja 139 140 155 
9 Myanmar 144 141 160 
10 Timor Timur 155 162 170 
11 Laos 156 151 153 
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literatur yang dikaji dalam penelitian ini dikompi-
lasi dan disajikan seperti pada Table 2. 

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dilihat CSF 
dari frekuensi paling tinggi hingga CSF yang pa-
ling rendah frekuensinya seperti disajikan pada Ta-
bel 3. 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa CSF yang 
frekuensinya paling tinggi berturut-turut adalah in-
frastruktur dengan 14 frekuensi (artinya ada 14 
konsep CSF terkait infrastruktur dari 21 sumber li-
teratur), kelembagaan dengan 13 frekuensi dan ke-
pe-mimpinan dengan 11 frekuensi. 
 
2. Metode 

 
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif 
dengan menggunakan metode interview kepada 
dua orang pakar (experts) yaitu 1) akademisi se-
kaligus dosen (Ph.D degree) yang mempunyai ke-
pakaran dalam bidang e-government dan 2) praktisi 
sekaligus konsultan yang kompeten terkait penera-
pan e-government. Interview dilakukan secara ter-
struktur dengan menggunakan kuesioner untuk 
melakukan konfirmasi terhadap setiap CSF yang 
ditemukan dalam literature review. Hasil dari kon-
firmasi tersebut kemudian dianalisis dengan pende-
katan Kappa untuk melihat validitas dan realibitas 
hasil penelitian mengingat penelitian bersifat kuali-
tatif. 

Validitas faktor sukses dilakukan dengan me-
nanyakan tingkat kesetujuan ahli berbasis kuesio-
ner skala nominal (2=agree, 1=disagree). Uji reli-
abilitas juga dilakukan untuk membandingkan dan 
melihat konsistensi antara dua ahli (inter-rater ag-
reement) dalam memberikan nilai (rating) terhadap 

faktor sukses e-government yakni dengan mengu-
kur indeks Kappa. Berdasarkan Fleis [15], inter-
pretasi nilai Kappa dapat disajikan pada Tabel 4. 

Cohen [16] merumuskan formula untuk me-
nghitung koefisien Kappa sebagai evaluasi persetu-
juan antara 2 rater yaitu seperti pada persamaan(1). 
 

ܽ݌݌ܽܭ ൌ
݌ െ ݁ሺߢሻ
1 െ ݁ሺߢሻ

 (1) 

 
dimana ݌ ൌ ሺܣ ൅ -ሻ (baca: e dari kaߢሻ/ܰ dan ݁ሺܦ
ppa) didefinisikan sebagai persamaan(2): 
 

݁ሺߢሻ ൌ
1ܣ
ܰ
1ܤ
ܤ
൅
2ܣ
ܰ
2ܤ
ܰ

 (2) 

 
A1, A2, B1, B2 dan N (total subject) dapat ditun-
jukkan pada Tabel 5. 

Dengan adanya pendapat ahli (expert judge-
ment), maka unsur subyektifitas penulis terkait ha-
sil penelitian dapat diminimalkan. 
 
3. Hasil dan Analisis 
 
Dari tabel 2 sebelumnya, dapat dianalisis dimana 
23 CSF yang memiliki persamaan definisi atau ke-
miripan akan dijadikan satu, sementara variabel 
yang berbeda tetap berdiri sendiri. Oleh karena itu, 
terdapat hanya 17 CSF dimana promosi digabung-
kan dengan sosialisasi, regulasi digabungkan deng-
an kebijakan, koordinasi dengan komunikasi serta 
dorongan agen perubahan dengan kepemimpinan, 
proses perubahan dengan BPR (Business Processs 
Reengineering), pelayanan publik dengan aplikasi 

TABEL 2 
CSF GABUNGAN TERKAIT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT 

Variabel CSF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kebijakan √ √ √ √ √ √ √ √     √
Kelembagaan  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √
Infrastruktur √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Aplikasi   √ √ √ √ √ √ √  √
Perencanaan   √     √
Kepemimpinan  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 
Pelayanan Publik   √    √ 
Kolaborasi  √ √    √ 
Proses Perubahan   √    √ 
Investasi IT   √ √ √    √ 
Dorongan Agen Perubahan √  √     
Manajemen Proyek   √ √ √     
Manajemen Perubahan  √ √ √ √ √ √ √ √     
Regulasi   √    √ 
Budaya Organisasi  √ √ √ √ √     
Komunikasi  √ √ √     
Koordinasi  √ √     
Promosi   √   √  
Sosialisasi   √    
Tata Kelola   √     
Keterlibatan Stakeholder   √     
Kesadaran  √ √ √ √     
BPR   √ √ √     
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sedangkan variabel CSF yang lainnya berdiri sen-
diri.  

Dari 17 CSF yang diperoleh, dilakukan uji va-
liditas dan reliabilitas melalui pendapat 2 orang ah-
li (expert judgement). Uji validitas dilakukan bila 
salah satu ahli atau kedua ahli sama-sama berpen-
dapat suatu faktor, maka faktor tersebut digolong 
sebagai CSF e-government. Sebaliknya, bila dua 
ahli berpendapat tidak, maka hasil akhir faktor ter-
sebut bukan tergolong CSF e-government. 
 
Hasil Pendapat para Ahli  
 
Ahli 1 dari Akademisi dan Dosen Sekolah Tinggi 
Elektronika dan Informatika STEI ITB menyata-
kan bahwa terdapat 13 dari 17 faktor yang disetu-
jui. Yang tidak termasuk faktor sukses adalah infra-
struktur, aplikasi, kesadaran, tata kelola dan kola-
borasi. Alasan yang dikemukannya karena dengan 
adanya teknologi cloud computing maka ketersedi-
aan infrastruktur dan aplikasi tidak lagi menjadi 
kriteria kesuksesan e-government. Sedangkan ke-
sadaran akan muncul dengan adanya sosialisasi 
dan tata kelola akan overlap dengan manajemen 
proyek. 

Sementara itu, menurut ahli 2 yang merupa-
kan pakar e-government dan Ketua Dewan Penga-
was Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IA-
SII), terdapat 2 faktor sukses yang tidak tepat ber-
dasarkan kuesioner yakni tata kelola dan kesada-
ran. 

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat 2 ora-
ng ahli di atas maka hanya 15 faktor dapat dikata-
kan valid dan menjadi faktor sukses dalam imple-
mentasi e-government. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menghitung inter-rater reliability (Koefisi-
en Kappa) untuk melihat konsistensi antara 2 orang 
ahli (rater) dalam menilai faktor sukses implemen-
tasi e-government menggunakan Software SPSS 
Statistic Versi 22. Tabel 6 menunjukkan konsistensi 
penilaian antar ahli (rater). Terlihat bahwa dari 17 
variabel yang dinilai, terdapat 15 (88.3) variabel 
yang dinilai konsisten. Terdapat 2 (11.8%) variabel 
yang sama-sama dinilai tidak setuju dan 13 (76.5 
%) variabel dinilai setuju. Hanya 2 variabel yang 
dinilai berbeda, rater 1 menilai tidak setuju seda-
ngkan rater 2 menilai setuju.  

Dari Tabel 7, koefisien reliabilitas antar rater 
(Kappa) yakni 0.605. Berdasarkan Tabel 3, koefisi-
en Kappa dapat diinterpretasikan dalam kategori 
memuaskan (good) karena nilai koefisien Kappa 
κ>0.60. Dengan demikian terdapat kesepakatan an-
tar ahli yang baik maka 17 faktor sukses yang tertu-
ang dalam kuesioner dapat dikatakan telah valid 
dan reliabel. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil pe-
nelitian terkait CSF dalam implementasi e-govern-
ment telah valid dan reliable dimana CSF merupa-
kan gabungan dari beberapa penelitian lainnya ya-
ng terkait. Oleh karena itu total 15 CSF hasil pene-
litian ini merupakan faktor-faktor yang harus diper-
hatikan oleh instansi pemerintah dan pihak-pihak 
lainnya untuk mendukung keberhasilan implemen-
tasi e-government di Indonesia. 
 
4. Kesimpulan 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di-
tarik beberapa kesimpulan yakni: 1) Studi explora-

TABEL 3 
VARIABEL CSF BERDASARKAN FREKUENSI 

No Variabel CSF Frekuensi 
1. Infrastruktur 14 
2. Kelembagaan 13 
3. Kepemimpinan 12 
4. Kebijakan 9
5. Aplikasi 8 
6. Manajemen Perubahan 8 
7. Budaya Organisasi 5 
8. Investasi IT 4 
9. Kesadaran 4 
10. Kolaborasi 3
11. Komunikasi 3 
12. BPR 3 
13. Pelayanan Publik 2 
14. Perencanaan 2 
15. Proses Perubahan 2 
16. Dorongan Agen Perubahan 2 
17. Manajemen Proyek 2
18. Regulasi 2 
19. Koordinasi 2 
20. Promosi 2 
21. Sosialisasi 1 
22. Tata Kelola 1 
23.  Keterlibatan Stakeholder  1

 

TABEL 4 
INTERPRETASI KAPPA 

Indeks Kappa Agreement 
< 0.40 Bad 

0.40 – 0.60 Fair 
0.60 – 0.75 Good 

> 0.75 Excellent 
 

TABEL 5 
DISTRIBUSI SUBYEK BERDASARKAN RATER DAN KATEGORI 

Rater 1 Rater 2 Total 
1 2 

1 A B B1=A+B 
2 C D B2=C+D 

Total A1=A+C A2=B+D N 
 

TABEL 6 
RATER_1 * RATER_2 CROSSTABULATION 

Rater 2 
 

1 2 Total 
Rater 1 1 Count 2 2 4 

Total % 11.8% 11.8% 23.6% 
2 Count 0 13 13 

Total % 0.0% 76.5% 76.5% 
Total Count 2 15 17 

Total % 11.8% 88.2% 100.0% 
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si faktor sukses (CSF) merupakan isu yang sangat 
penting dalam proses penerapan e-government; 2) 
Dari hasil studi literatur, analisis serta uji validitas 
dan reliabilitas, diperoleh 15 faktor sukses (CSF) 
terkait implementasi e-government yaitu infrastr-
uktur, kelembagaan, kepemimpinan, kebijakan, ap-
likasi, manajemen perubahan, budaya organisasi, 
investasi TI, kolaborasi, perencanaan, komunikasi, 
sosialisasi, BPR, manajemen proyek dan keterliba-
tan stakeholder.  

Berdasarkan CSF yang diperoleh, perlu dila-
kukan penggalian data di lapangan untuk mencari 
kesesuaian dan konfirmasi penelitian yang dihasil-
kan. Hal ini dapat dilakukan pada penelitian selan-
jutnya. Selain itu, perlu ditambahkan lagi sumber 
literatur untuk memperkaya hasil penelitian. Ana-
lisa statistik yang lain dapat dilakukan pula untuk 
mengetahui seberapa besar hubungan antara varia-
bel CSF tersebut dengan keberhasilan implemen-
tasi e-government. 
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TABEL 7 
KOEFISIEN KAPPA  

Value Asymp. 
Std. Error 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig.

Measure 
of Kappa 
Agreement 

0.605 0.241 2.714 0.007 

N of Valid 
Cases 

17 

Not assuming the null hypothesis. Using the asymptotic 
standard error assuming the null hypothesis. 


